Analisis Putusan Pengadilan Agama Kajen

Tentang Kasus Perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

di luar Negeri (Studi Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn) by Larasari, Nadia Rosita & , Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.,
i 
 
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN 
TENTANG KASUS PERCERAIAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
DILUAR NEGERI 








Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  










PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 













Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 













ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN 
TENTANG KASUS PERCERAIAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)  
DILUAR NEGERI 
(Studi Putusan Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn) 
 
Abstrak 
Penulisan skripsi ini dilatar belakangi maraknya cerai gugat istri kepada suami di 
Pengadilan Agama Kajen. Pada umumnya perceraian terjadi karena tidak adanya 
tanggung jawab suami. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
bagaimana (1) keberadaan TKW menurut hukum Islam dan hukum Indonesia (2) 
faktor-faktor menjadi TKW (3) penyebab timbulnya cerai gugat. (4) dampak istri 
menjadi TKW dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) latar 
belakang pelaku gugat cerai di sebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus 
sosial ekonomi rendah. (2) Faktor-faktor menjadi TKW disebabkan karena 
kurangnya ekonomi, mengikuti jejak masyarakat setempat, kemudahan prosedur 
menjadi TKI, ingin mendapatkan gaji yang besar (3) faktor-faktor penyebab gugat 
cerai umumnya di dominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami, suami 
mempunyai wanita idaman lain. (4) dampak istri menjadi TKW akan berdampak 
pada anak dan suami. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 
menyumbangkan wawasan kasus dan memberikan sumbangan informasi praktik-
praktik Hukum islamdan hukum Indonesia khususnya perceraian TKI. Penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan Ilmiah bagi peneliti-peneliti tentang 
faktor-faktor penyebab perceraian. 
 
Kata kunci :  Perceraian, Cerai Gugat, Istri Bekerja, TKI. 
 
Abstract 
The background of writing this thesis is the rampant of accusation divorce of wife 
to their husband in Religious Court Kajen. In general, divorce occurs because 
there is unresponsibility from husband to their wife. The issues raised in this 
research are how (1) the existence of TKW according to Islamic law and 
Indonesian law, (2) the factors become TKW (3) cause of accusation divorce. (4) 
the impact of the wife become a TKW in the family. And the results showed that 
(1) the background of the accusation divorce is caused mainly from low socio-
economic families. (2) The factors  become TKW caused by lack of economy, 
follow the footsteps of local community, ease of procedure to become TKI, want 
to get more  big salary (3) the factors causing accusation divorce generally 
domination reason lack of responsibility husband, husband have another woman. 
(4) the impact of wife become a TKW will affect the child and husband. The 
benefits of this research are expected to contribute case insights and contribute 
more information on the practices of Islamic Law and Indonesian law, especially 
accusation divorce of migrant workers. This research is expected to be a scientific 
reference material for researchers about the factors causing divorce. 
 





Pengertian perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 UU No. 1 
Tahun1974: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam 
perundang-undangan pengertian perceraian tidak dirumuskan secara tegas. 
Pengertian perceraian menurut bahasa (Arab) adalah melepaskan ikatan. Yang 
dimaksud ialah melepaskan ikatan perkawinan. 
Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab (serah) dan qabul 
(terima) antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci 
(sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, penuh dengan 
kedamaian dan rasa kasih sayang, dan kekal, bukan untuk semantara waktu saja. 
Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan 
utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri 
adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.  
Tujuan perkawinan secara jelas telah dicantumkan dalam pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 ”Perkawinan”, yaitu untuk membentuk suatu 
keluarga yang bahagia dan kekal, bukan hanya untuk sementara waktu saja. 
Tujuan dari perkawinan tersebut harus mendasari setiap perkawinan yang akan 
berlangsung karena bila tidak, maka perkawinan tidak akan bertahan lama karena 
semangat untuk mempertahankannya tidak ada pada pasangan yang 
melangsungkan perkawinan. Perkawinan akan sesuai dengan apa yang tercantum 
dalam Undang-Undang dan sesuai apa yang di cita-citakan oleh kedua pasangan, 
apabila kedua belah pihak mempunyai komitment untuk tetap bersama selamanya 
dalam suatu ikatan perkawinan.  
Akan tetapi, terkadang tujuan perkawinan yang diharapkan harus kandas 
di tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga. Di antara 
permasalahan yang sering menimpa semua keluarga adalah faktor ekonomi. 
Mengingat kenyataan bahwa sebagai negara berkembang, dengan pertumbuhan 
penduduk yang tinggi Indonesia belum dapat mengatasi banyaknya jumlah 
3 
 
pengangguran, disebabkan sempitnya lahan pekerjaan serta tingkat sumber daya 
manusia yang rendah sehingga mengakibatkan banyak keluarga yang hidup di 
bawah garis kemiskinan.  
Salah satu alternatif terakhir yang diambil oleh kalangan ekonomi lemah 
dalam mengatasi keterbatasan ekonomi adalah mencari pekerjaan di luar negeri 
yang lazimnya disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan bagi kalangan wanita 
disebut TKW (Tenaga Kerja Wanita) baik ke negara Timur Tengah, Malaysia, 
Hongkong maupun Negara lainnya. Keretakan rumah tangga yang ditimbulkan 
lebih cenderung berkaitan dengan masalah biologis. Seorang suami yang 
ditinggalkan isterinya pergi menjadi TKW mestinya harus sabar menunggu, 
karena kepergiannya untuk mencari nafkah yang sebenarnya merupakan 
kewajiban suami bukan kewajiban isteri. Namun kebutuhan dalam sebuah rumah 
tangga bukanlah hanya materi saja, akan tetapi dalam membina rumah tangga 
yang harmonis tentunya dibutuhkankan pula perhatian, kasih sayang, dan rasa 
saling memiliki sebagai wujud karunia-Nya. 
Pada dasarnya, laki-laki (suami) adalah seorang pemimpin bagi kaum 
wanita dan keluarganya, karena wanita terbuat dari tulang rusuk seorang laki-laki, 
bukan terbuat dari tulang kaki untuk di injak-injak atau dari kepala untuk di 
junjung tinggi, karenanya laki-laki di ciptakan untuk melindungi, mengasihi dan 
mengayomi seorang wanita. Hal tersebut tidak lantas menjadikan seorang wanita 
tidak mematuhi suami atau berbuat yang menjadikan kehormatan suaminya 
terancam, bahkan menimbulkan sebuah pertengkaran dan mengakibatkan 
perceraian. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. 
 
2. METODE 
Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif 
atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena penulis 
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menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun dalam 
penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi hukum Islam, 
Hukum keluarga Islam, Undang-Undang perkawinan, Undang-undang 
ketenagakerjaan, Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri.sedangkan putusan hakim yang penulis gunakan 
adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn.  
Pendekatan penelitian digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 
informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 
jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah gabungan Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang yang sedang ditangani. Pendekatan 
undang-undang yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni terhadap 
peraturan perceraian yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), kompilasi hukum Islam,Undang-Undang perkawinan, Undang-
undang ketenagakerjaan, Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sedangkan pendekatan kasus (case 
approach) dilakukan dengan ratio decidendi atau reasoning dengan menelaah 
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan 
pengadilan sampai kepada suatu putusan. Pendekatan kasus dalam penelitian 
hukum ini yakni dengan menelaah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn. 
Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. 
Ilmu hukum termasuk ilmu yang bersifat preskriptif dimana tidak memerlukan 
hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun memberikan preskripsi 
mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Pada putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Jenis data yang digunakan 
oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder atau bahan pustaka. 
Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut, diperlukan sumber penelitian 
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yang dibedakan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 
hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 
mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Berguna untuk mendapatkan 
landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya serta 
putusan hakim yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 
Berdasarkan bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai 
bahan pendukung dalam penelitian hukum ini, khususnya yang berhubungan 
dengan kasus Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Diluar Negeri (putusan 
nomor:1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn).  
 
3. HASIL DAN PENELITIAN 
3.1. Tinjauan Hukum terhadap TKW 
 Pertama, Analisis Terhadap TKW (Tenaga Kerja Wanita) Menurut 
Hukum Islam. Tenaga kerja Indonesia Wanita adalah sebutan bagi kelompok 
perempuan Indonesia yang pergi ke luar negeri sebagai buruh tamu. Sebagian 
besar mereka bertujuan memperoleh penghasilan yang lebih baik dari pada di 
Tanah Air, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Banyak diantara 
mereka (TKW) yang belum pernah merantau keluar daerahnya, apalagi ke Negara 
lain. Namun didalam Hukum Islam seorang wanita bekerja atau meninggalkan 
keluarga yaitu hukumnya :  
1. Wajib  
Seseorang wanita bekerja apabila dalam keadaan terpaksa dan darurat. Seperti 
digambarkan dalam kehidupan sehari-hari seorang wanita yang ditinggal mati 
suaminya, sehingga wanita tersebut mencari nafkah untuk menghidupi 





2. Haram  
Seorang wanita haram bekerja apabila keluarnya perempuan yang bersuami pergi 
dari rumah tanpa seizing suaminnya, sekalipun karena matinya seorang dari 
keluarga kedua orang taunya guna menghormati jenazahnya. Seperti yang kita 
ketahui keikutsertaan seorang wanita untuk bekerja dalam lapangan pekerjaan 
seorang laki-laki akan menyebabkan percampuran dalam pergaulan yang tercela 
dan berdua-duaan dengannya. Hal tersebut memiliki dampak yang kurang baik, 
yakni bertentangan dengan dalil-dalil Islam. Antara lain tidak berpakaian yang 
islami, memakai wewangian, dan berhias.  
Pada dasarnya, istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari 
suami. Hal ini terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
Definisi mengenai tenaga kerja disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, dapat dilihat 
pula dari Pasal 151 dan Pasal 162 UU Ketenagakerjaan bahwa yang dapat 
mengakhiri hubungan kerja adalah perusahaan dan pekerja itu sendiri (dengan 
kesepakatan keduanya). 
Tenaga Kerja Indonesia di dalam Pasal 1 ayat 1, pasal 4, pasal 6, dan pasal 7 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
Kedua, Faktor Pendorong Fenomena Munculnya Istri sebagai TKW di 
Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan : 
1. Faktor tekanan ekonomi  
2. Faktor Historis 
3. Faktor dukungan suami dan kerabat 
4. Faktor Kemudahan prosedur menjadi TKI 
5. Ingin Gaji Istri Yang Tinggi Sebagai TKI di Desa Karanganyar 
Ketiga, Dampak Fenomena Istri Sebagai TKW Bagi Keluarga Dan 




1. Dampak pada anak-anak  
2. Dampak pada kesejahteraan dan perekonomian 
3. Dampak Pada Relasi Gender Antara Suami dan Istri 
4. Dampak pada suami  
5. Dampak pada masyarakat. 
 
3.2. Sebab dan Alasan perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita ditinjau 
dari putusan No.1065 / Pdt.G / 2015 / PA.Kjn  
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat TKW  No.1065 / Pdt.G / 
2015 / PA Kjn 
1. Faktor Ekonomi 
Masalah ekonomi tentu menjadi faktor utama dalam kehidupan rumah tangga, 
karena bila tak ada keuangan maka tidak akan bisa jalan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-harinya. Walaupun sebernarnya untuk masalah ekonomi 
tidak ada dalam ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang, akan tetepi 
mulai dari ekonomilah yang menjadi awal dari perselisihan dalam rumah tangga 
tersebut. 
2. Faktor adanya pihak ketiga/ selingkuh 
Yang disebut dengan pihak ketiga itu mempunyai dua arti, yang pertama dari 
pihak ketiga bisa dari keluarga sendiri dan yang kedua bisa dari orang lain (WIL), 
akan tetepi dalam putusan tersebut terdapat beberapa putusan yang memeng pihak 
ketiga tersebut dari keluarga atau wanita lain. apalagi dengan adanya pihak ketiga 
dari wanita lain yang menjadikan ketidak harmonisan keluarga itu lebih berat 
ketimbang dari keluarga. 
3. Faktor tidak adanya tanggung jawab 
Dalam kasus tersebut, suami yang seharusnya berada dirumah, malah pergi ke 
Kalimantan selama berbulan-bulan bahkan  bertahun-tahun tanpa alasan yang 
jelas, yang mengakibatkan seorang istri menderita lahir dan batin, dan 
menyengsarakannya, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraiannya 
karena si suami tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaanya. 
Penyebab perceraian karena tidak adanya tanggung jawab ini diantaranya yaitu 
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dari pihak suami yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya, 
ada yang disebabkan  karena  mulai  awal  pernikahan  sudah  tidak ada rasa 
tanggung jawabnya dalam menghidupi keluarganya. 
4. Faktor perselisihan terus menerus 
Perselisihan terus menerus dapat menjadikan alasan perceraian seperti  
yang  terdapat  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal 116 huruf  (f) yang 
berbunyi: “apabila antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga”. Dalam Islam pun menjelaskan bahwa perselisihan disebut dengan 
Syiqaq (perselisihan) yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami istri 
sedemikian rupa, sahinggga antara istri terjadi pertentangan pendapat dan 
pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua 
belah pihak tidak dapat mengatasinya. 
5. Faktor kelakuan tidak baik 
Kelakuan suami atau istri yang tidak baik sebenarnya bisa di atasi dengan 
menasehati satu sama lain, diusahakan dulu bagaimana caranya agar tidak terjadi 
ke dalam hal perceraian. Namun apabila kelakuan tersebut menyakiti salah satu 
pihak, apa boleh buat kalau jalan terkahir yang di ambil dengan jalan perceraian. 
Dari kelima faktor tersebut penulis telah mendapatkan berbagai macam penyebab 




Berdasarkan hasil penelitian dan kemudian dianalisis diperoleh suatu data 
yang menunjukan bahwa faktor pendorong wanita diwilayah Desa Karanganyar, 
Tirto, Pekalongan, sebagian besar bekerja di luar negeri menjadi TKI (Tenaga 
Kerja Indonesia) wanita karena disebabkan adanya faktor ekonomi, yaitu 
dikarenakan suami hanya sebagai petani, buruh serabutan hingga timbulnya 
pengangguran, sehingga tujuan para istri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) 
ingin memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarga dan mengangkat status sosial.  
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Adapun pergeseran peran dan tanggung jawab wanita yang terjadi dalam 
keluarga TKW adalah pergeseran peran dan tanggung jawab yang digantikan oleh 
keluarga yang ditinggalkan oleh wanita yang menjadi TKW tersebut. Hal ini bisa 
dilimpahkan kepada suami, orang tua, atau mertua  dari wanita TKW itu sendiri. 
Dengan tugas sebagai pengatur rumah tangga. Dari mulai mengurusi urusan 
domestic hingga mengurusi anak- anak mereka. Sehingga hal ini mengisi 
kekosongan peran dan tanggung jawab yang terjadi akibat dari wanita yang 
bekerja sebagai TKW. 
Dampak dari wanita bekerja sebagai TKW terhadap keluarganya didesa 
dapatdilihatdari segi positif dan negatif. Dari segi positif, status sosial ekonomi 
keluarga TKW di wilayah Karanganyar, Tirto, Pekalongan bertambah lebih baik. 
Meskipun demikian ada pula sisi negatif yang timbul, yaitu perilaku menyimpang  
yang timbul pada anak karena tidak adanya peran ibu dalam suatu rumah tangga 
sehingga anak kurang diperhatikan, jarangnya komunikasi akan menimbulkan 
konflik suami istri sehingga menimbulkan terjadinya perselingkuhan yang 
akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian.  
4.2 Saran 
Dalam membangun rumah tangga sebaiknya seorang pria dan wanita harus 
benar-benar telah memenuhi syarat, baik syarat agama maupun syarat yang 
diterapkan oleh undang-undang pemerintah. Dan yang terpenting keduanya telah 
siap secara lahir maupun batin, terutama kesiapan dalam mengusahakan dan 
mengelola perekonomian keluarga. Sebab persoalan ekonomi lebih banyak 
mendominasi beberapa kasus yang terjadi dalam rumah tangga. 
Apabila seorang wanita harus bekerja di luar rumah, maka peran dan 
tanggung jawabnya dialihkan pada suami atau keluarga yang ditinggalkan. Hal ini 
dilakukan agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan tidak 
berdampak negatif bagi anggota keluarga dan lingkungan masyarakat. 
Adanya perselisihan antara suami istri atau keluarga dalam keluarga TKW, 
disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar suami istri dan keluarga. 
Perselisihan ini mencakup masalah ekonomi (nafkah), pengasuhan anak dan yang 
tidak kalah penting adalah suami terhadap rumah tangga itu sendiri. Oleh sebab 
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itu perlu adanya komonikasi yang baik antar keluarga TKW agar kehidupan 
keluarga tetap bahagia. 
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